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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis serta membuktikan 

apakah Implementasi E-Budgeting berpengaruh secara signifikan terhadap 

Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner dalam 

pengumpulan datanya, dimana responden dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas 

di Pemerintah Kota Surabaya. pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi E-Budgeting berpengaruh terhadap Transparansi Keuangan 

Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. 

2. Implementasi E-Budgeting berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan 

Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pada penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan 

diantara lain : 

1. Responden dalam penelitian ini hanya pada Dinas di Pemerintah Kota 

Surabaya dikarenakan keterbatasan waktu untuk meneliti di Seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surabaya. 
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2. Satu item pertanyaan dari Implementasi E-Budgeting tidak valid, sehingga 

harus menghapus pertanyaan tersebut dalam pengujian penelitian ini. 

3. Pada penelitian ini terdapat dua kuesioner yang tidak kembali dikarenakan 

kuesioner tersebut terselip. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil analisis dan keterbatasan terdapat beberapa 

saran yang mungkin berguna untuk penelitian selanjutnya, saran tersebut 

diantaranya : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian diseluruh 

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Surabaya atau 

bahkan bisa juga melakukan penelitian diluar Kota Surabaya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memodifikasi satu pertanyaan dari 

Implementasi E-Budgeting, kemudian dilakukan pengujian kembali untuk 

memastikan pertanyaan tersebut valid. 

3. Sebaiknya kuesioner tersebut dimasukkan kedalam satu map dan diberi 

identitas peneliti agar tidak tercampur dengan kuesioner dari peneliti lainnya.
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